
Kotamadya Daerah Tingkal II Kendari (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 1995 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 

Mengingat: 

Menimbang a bahwa untuk melaksana.kan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan 
Kesehatan dan Dukungan Biava Operasional Pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

b. bahwa terdapat dukungan biaya operasional pelayanan 
kesehatan lainnya meliputi belanja barang operasional yang 
belum tertuang dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 25 
Tahun 2019 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Dana 
Jaminan Kapitasi Kesehatan Nasional Tingkat Pertama di 
Kota Kendari ; 

c. bahwa berdasar.kan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Kendart tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Kendari Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedornan 
Pelaksanaao Anggaran Dana Jaminan Kapitasi Kesehatan 
Nasional Tingkat Pertama di Kota Kendari; 

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 ten tang Pembentukan 

WALIKOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 215 

TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAR PELAKSANAAN ANGGARAN DANA 
KAPITA!'lI ~T,"bf_INAN KESB:HAT-4\.N NASIO'l'fA,T. TINGKAT PERTAMA DI KOTA 

KENDARI 

PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR ~ TAHUN 2020 

WALIKOTA KENDARI 



2. Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4456); 

3_ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indouesta Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Ondang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang 
perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2013 tentang Jaminan Kesehatan (.Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62); 

6, Peraturan Presiden Nomor 32 Tabu.n 2014 tcntang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republfk lndonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

7, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan 

•I• • • • 



(1) Alokasi Dana Kapitasi u.ntuk pembayaran dukungan biaya 
operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1.) huruf b dirnanfaatkan untuk : 

a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan 
b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya 

(2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Jainnya 

sebagatmana dimaksud pada ayat (ll huruf a, meliputi : 
a. Belanja barang operasional, terdiri atas : 

1. pelayanan kcsehatan dalam gedung; 
2. pelayanan kesehatan luar gedung: 

3. operaainnal dan perneliharaan kendaraan puskesmas 
keliling; 

4. baban cetak atau alat tulis kantor; 
5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi; 
6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; 

Paaal 5 

Ketentuan ayat (2) dan ayat 7 Pasal 5 dalarn Peraturan Walikota 
Kendari Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Dana Jaminan Kapitasi Kesehatan Nasional Tingkat 
Pertama di Kota Kendari ( Berita Daerah Kota Kendari Tahun 20 1 9 
Nomor 25 ) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal I 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 25 TA.HUN 2019 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA 
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TINGKAT 
PERTAMA DI KOTA KENDARJ 

MEMUTUSKAN : 

Biaya Opresional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pert.ama 

Millk Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 21); 



Pemeri.ntah. dan Pemerintah Daerah. 
(5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

berpedoman pada formularium nasional. 
(6) Dala.m bal obat dan bahan medis habJs pakai yang dibutuhkan 

tidak tercanturn dalam formularium nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (SJ, dapat menggunakan obat lain termasuk 
obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara 
terbatas bagi Puskesmas yang mempunyai Dokter Saintifikasi 
.Jamu, dengan persetujuan Kepala Dinas K.esehatan Kota Kendari. 

(7) Ketentuan lebib Janjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi 
untuk biaya obat, aJat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan 
biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercanturn dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota 
ini. 

oleh dialokasikan 

harus ayat (3) pad a 
yang 

7. pemeliharaan sarana dan prasarana; 
8. Pernasangan, Penambahan dan Perneliharaan Daya Listrik; 
9. Pemeliharaan Lnstalasi Pengelolahan Air Limbah (lPAL): dan 
l 0. Biaya Operasional Kegiatan Prolanis ( Snack dan Honor 

Instruktur Senam). 
b. Belanja modal dan sarana prasarana yang pelaksanaannya 

seeuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan 

pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya 
operasional pelayanan kesehatan lainnya dilakukan oleh Dinas 
Kesehatan Kota Kendari sesuai dengan ketentuan peraturan 
peru ndang-undangan. 

(4) Pengadaan sebagaimana dimaksud 
mempertimbangkan ketersediaan 

•• 



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 

\\ 
SEK l , ~' r I 

·-(-'A{?~ 

;1-, ')1>7: NAHWA UMAR 
-= 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal 2- 2 -b - 2020 

DitAtiinlrnn cli l<enciari • 
pada tanggal -i.. -z - {; - 2020 PARAF KOOROINASI 

NO. INSTALASI I UNIT KERJA PARAf 
1 l'h.,~·--"~Ri "" ... 
2 .. \~ . J ~ ~·--' 

1,·,..1.~~~ I • , ' 3 ' . . 
4 

Paaal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota 

Kendari. 



NO 8ELANIA BARANG OPERASIONAJ. 

Belanja Obat 
Ruang lingkup dari belanja lni mellputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada 
semua pasien yang mendapatl<an pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP millk 
Pemerintah Daerah. 

1. Contoh belanja: 
Paracetamol (Tab, Syrup), Amokslslllln (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup). CTM (Tab), Alopurinol 
{Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason {Tab), Asam Mefenamat 
{Tab), Lidokain, dan lain-lain. 

Bclanja Alat Kesehatan 
Ruang llngkup darl belanja inl meliputi belanja alat kesehatanuntuk pelayanan kesehatan, atat- 2. 11-lat luburatorlun, untuk pernc:, iksaan labora:toriuni di fKTP rf1iUk Pemerlntah Daer ah. 
Contoh belanJa: 
Dental unit, stebilisator, stetoskop, tensl meter, ta bung gas okslgen. gun ting, bejana 
pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan fain-lain. 
Belanja Bahan Medis Habls Pakai {BMHP) 
Ruang llnek11p d.ari hP.lanja lnl m•lir11ti bP.lanja b;,han mP.di.s hahi< pakai yMg berkaitan langsung 

3. dengan pelayanan keseharan (medls dan laboratorium) di FKTP millk Pemerintah Daerah. 
Contoh belanja: 
Kasa pembafut/perban, reagen, dan lain-lain. 

Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung 
Lingkup pelayanan kesehatan sec. ra komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN 

yang mencakup upaya promotif, preventit, kuratif dan rehabilltatif di Fl<TP millk Pemerintah 4. Daerah. 
Contoh belanja: 
Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang 
harien bagi naresurnber, kousumst rapat, biaya petugas pi~et/Jaga (honor le<mour + u~ng rnakan], 
dan lain-lain. 
Pelayanan Kesehatan Luar Gedung 
Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotlf, 5. preventif, kuratif, dan rehabllltatif, serta kunjungan rumah pad a peserta JKN dalam 
penvele~ggaraan progra.m JKN, 

DAFTAR LAMPIRAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
WALIKOTA KENDARI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG 

PBDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA KAPITASI JAMINAN 
KESEHATAN NASIONAL TINGKAT PERTAMA DI ROTA KENDARI 

LA.MPIRAN PERATURAB WALIKOTA KENDARI 
NOMOR 3"-0 TAHUN 2020 
TANGGAL 1:'l. - C - 2020 



NO BELANJA BARANG OPERAStONAL I 
Conteh belanja: 
Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasl, 
transport dan honor narasumber pada penyuluhan/soslalisasl dan lain-lain. 
Operaslonal dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Kellling 

6. Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas kelillng 
(puslingJ sehlngga pusling selalu siap dan dalam kondlsi prlma sehlngga optimal dalam pelayanan 
kesehatan. 
Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor 
Lingkup untuk kegiatan lnl mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang 
dlperlukan FKTP M lllk Pemerintah Daer ah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi 

7. llld::»y'dfakdt 
Conteh belanja: 
Cetak family folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta printer, cetak leaflet, 
brosur, poster, ctan laln-lain. 
Adminls~rast, Koordlnasi Program dan Slstern lnformasi 
R•.•~ne t1riek1•r h~l~nja lnl adal-ah L1ntt•k ~P.eJatan admlni~r:t,I. koorcH~a<-i proer:t,n rfan 
petaksanaan sistem informasl dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jami nan Kesehatan 

8. Nasional (JKN). 
Conteh belanja: 
Transport, uang harian, honor panltia pengadaan dan penerlrna barang, konsumsi, meterai, 
perangko, hardware dan softwareslstern informasl (komputer, laptop), mouse, printer, 
tangganan Internet, LCD,Biaya Operasional Kegiat.an Prolanis (Snack dan Honor lnstruktur Senarn) 
dan taln-laln. 
Peningkatan Kapasltas Sumber Daya Manusia Kesehatan 
Ruang Lingkup belanja ini adatah dalam rangka meningkatkan kemampuan/penlngkatan 

9. kapasitas SOM petugas di FKTP millk pemerlntah daerah. 
Contoh belanja: 
Transport, uang harian. biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, 
konsumsi, dan lain-lain. 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
Ruang Llngkup betanja lnl adatah untuk pemellharaan sarana 
dan prasarana FKTP m!!ik pemerintah daerah untuk memberikm pelayamm kesehatan yang 

10. lebth balk pada masyarakat termasuk peserta JKN. 
Conteh belanja: 
Belanja penggantlan lrunci pintu, engsel pintu, bohlam tampu, pengecetan FKTP, perbaikan 
saluran alr/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemellharaan AC, 
perbalkan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, Pemasengan, Penambahan dan 
Perneliharaan Daya listrik, Pemeliharaan lnstalasi Pengelolahan Air Umbah (IPAL). dan lain-lain. 

I , I . . 



WALIKOTA KENDARI, 

Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Serkaltan Langsung Dengan Pelayanan KesehatanRuans I 
Ungkup belanja lnl adalah untuk penyedlaan sarana dan prasarana di FKTP mllik pemerintah 
daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP 

1. mllik pemerintah daerah pemerintah daerah. 
Contoh belanja: 
Belanja kursi tunggu pasien, lemarl obat, toilet, gorden, linen, lemarl arslc, meJa kerfa petugas, 

I AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain lain. 

PARAF KOORDl't~ASI 
NO. INSTALASl I UNIT KERJA PA RAF 

1 A;s ;a......_9- \:eJ;(b . ' A. 
2 '(Q;\ts.~ 71 
~-.~ ' - 3 

4 

NO BELANJA MODAL 

I ,I .. 
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